
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

SA.LINAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 24 TAHUN 2014  

TE NTANG 

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN 
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR TAHUN 
ANGGARAN 2014 UNTUK GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL 
XVI TAHUN 2014  DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat ( 1 )  Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 ,  penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
4 1 3 . 5 /  1 8 0 9 / S J  tanggal 9 April 2 0 1 4  perihal Penetapan 
Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tuan Rumah 
Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional 
XVI Tahun 2 01 4  dan Surat Ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 9 0 3 / UM- l  7 0 / V I / 2 014 
tanggal 1 1  Juni 2 0 14  perihal Persetujuan Anggaran dan 
Pelaksanaan Kegiatan mendahului P-APBD TA. 2014 
serta mengingat kegiatan dimaksud mendesak untuk 
segera dilaksanakan, namun Perubahan APBD Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 saat ini masih 
dalam proses penyusunan, sehingga perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran 
Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 
20 14 Untuk Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI 
Tahun 2 014 di Provinsi Kalimantan Timur; 

1 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106) ;  
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2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ahun 2005 Nomor 137,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repuolik Indonesia Nomor 4737); 
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1 1.  Keputusan Presiden Nomor 137 /P  Tahun 2013 tentang 
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si  
sebagai Gubernur dan H.M.Mukmin Faisyal HP, SH. 
sebagai Wekil Gubernur Kalimantan Timur masa 
jabatan Tahun 2013-2018 ;  

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 10 ) ;  

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20 13  
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 13  Nomor 690); 

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
32); 

15 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 
Tahun 2013  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 
2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2013  Nomor 9); 

16.  Peraturan Cubernur Kalimantan Timur Nomor 78 
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2 0 1 3  Nomor 60 ) ;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN 
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN 
DAE RAH TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! 
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK 
GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XVI TAHUN 
2014  DI PROVINS! KALIMANTAN TIMUR. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintaha Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
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2 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah Provinsi yang selanjutnya 
disingkat APBD Provinsi adalah ABD Provinsi Kalimantan Timur. 

4 .  Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program clan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 
kombinasi dari beberapa a tau kesemua jenis sumber daya terse but sebagai 
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

5 .  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat P-APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. Gelar Teknologi Tepat Guna adalah gelar yang diselenggarakan sebagai 
pemanfaatan, pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 
sekaligus upaya strategis dalam penyebarluasan informasi berbagai 
Teknologi Tepat Guna perdesaan yang dapat memberikan nilai tambahan 
kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat. 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud pengaturan ini adalah sebagai landasan dalam penganggaran dan 
pelaksanaan untuk pengeluaran daerah mendahului Penetapan Perubahan 
APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berkenaan dengan 
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014 di 
Provinsi Kaliman tan Timur. 

(2) Tujuan pengaturan ini adalah untuk mendukung Pelaksanaan Gelar 
Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan 
Timur melalui kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Pasal 3 

Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2014 adalah membiayai dukungan Pelaksanaan Gelar 
Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur 
sebesar Rp. 3.591.275.200,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu 
Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 
dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Pasal 4 

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 12 Juni 2014 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 12 Juni 2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. RUSMADI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 24. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BI HUKUM, 

H. SUR 'O, SH 
PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 19620527 198503 1 006 


